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Abstract

Shariah-based risk management is a unique approach in Islamic financial institutions
(IFls) that integrates Shariah principles to manage risk effectively. This article
presents an in-depth analysis of the concept, implementation process, case studies,
challenges, role of technology, impact of the COVID-19 pandemic, governance, key
performance indicators (KPIs), and future trends such as sustainability and artificial
intelligence (Al). The literature review shows that Shariah risk management not only
ensures Shariah compliance but also enhances financial stability and stakeholder
confidence. Challenges such as lack of standardization and expertise can be
addressed through regulation, education, and technology. This article is expanded to
approximately 7,000 words with 15 references in APA 7th edition style.
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Pendahuluan

Manajemen risiko memiliki peran sentral dalam memastikan stabilitas dan
keberlanjutan organisasi, baik dalam sektor bisnis, keuangan, maupun lembaga sosial.
Dalam konteks modern yang penuh ketidakpastian, risiko—baik yang bersifat
operasional, strategis, maupun eksternal seperti perubahan regulasi atau Kkrisis
global—harus diidentifikasi dan dikelola secara sistematis. Menurut ISO 31000
(2018), manajemen risiko adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi
pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya sistem manajemen risiko yang efektif,
organisasi dapat mengalami kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan
kegagalan total. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang terencana dan berkelanjutan
menjadi prasyarat penting dalam pengambilan keputusan yang rasional dan
berorientasi jangka panjang (Hopkin, 2018).

Dalam sektor keuangan dan filantropi, termasuk dalam pengelolaan dana sosial
seperti  ZISWAF, manajemen risiko sangat krusial untuk menjaga integritas,
kepercayaan publik, dan efektivitas distribusi dana. Risiko seperti penyalahgunaan
dana, ketidaktepatan sasaran penerima, dan kegagalan transparansi dapat menghambat
tujuan sosial lembaga. Menurut Andersen dan Schroder (2010), organisasi yang
menerapkan prinsip manajemen risiko secara proaktif akan lebih adaptif terhadap
dinamika lingkungan eksternal dan lebih siap menghadapi krisis. Lebih lanjut,
manajemen risiko juga menjadi indikator penting dalam tata kelola (governance) yang
baik, karena menunjukkan bahwa organisasi bertindak secara akuntabel dan mampu
melindungi sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian,
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manajemen risiko bukan hanya pelengkap administratif, melainkan strategi
fundamental dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan operasional.

Lembaga keuangan Islam (LKI) beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yang
melarang riba, gharar, dan aktivitas tidak etis, sehingga memerlukan pendekatan
manajemen risiko yang berbeda dari lembaga konvensional (Rashid et al., 2023).
Manajemen risiko berbasis Syariah bertujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum
Islam sekaligus menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan pemangku
kepentingan (Hassan & Lewis, 2020). Dalam konteks global, LKI menghadapi
tantangan seperti pandemi COVID-19, kompleksitas produk keuangan Syariah, dan
kebutuhan inovasi teknologi (Shehadeh et al., 2024).

Menghadapi tantangan kompleks dalam era globalisasi dan digitalisasi, Lembaga
Keuangan Islam (LKI) tidak hanya dituntut untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip
syariah, tetapi juga mengembangkan sistem manajemen risiko yang adaptif dan
inovatif. Produk-produk keuangan syariah yang berbasis pada kontrak seperti
murabahah, musharakah, dan ijarah memiliki karakteristik risiko yang unik, termasuk
risiko mitra usaha (counterparty risk), risiko pasar, serta risiko likuiditas yang lebih
tinggi dibandingkan produk konvensional (Archer & Haron, 2007). Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya memenuhi standar syariah,
tetapi juga kompatibel dengan praktik manajemen risiko modern, seperti penggunaan
stress testing, risk mapping, dan compliance framework berbasis nilai etika Islam.

Lebih jauh, dengan meningkatnya ekspektasi dari regulator dan investor, penguatan
tata kelola risiko menjadi kunci bagi LKI dalam mempertahankan daya saing dan
kepercayaan publik. Menurut Igbal dan Mirakhor (2011), manajemen risiko dalam
keuangan Islam harus mencerminkan prinsip keadilan (‘adl), transparansi
(shafafiyyah), dan tanggung jawab (mas’uliyyah), yang membedakannya secara
mendasar dari pendekatan oportunistik dalam sistem keuangan konvensional. Selain
itu, digitalisasi dan integrasi teknologi seperti fintech syariah dan blockchain
membawa tantangan baru dalam hal perlindungan data, risiko siber, dan kepatuhan
hukum, yang semuanya harus dikelola secara proaktif (Laldin & Furgani, 2022).
Dengan demikian, penguatan manajemen risiko berbasis syariah bukan hanya
kebutuhan operasional, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menciptakan
sistem keuangan Islam yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen risiko Syariah melalui tinjauan
literatur yang mencakup: (1) konsep dasar, (2) proses implementasi, (3) studi kasus,
(4) tantangan dan solusi, (5) peran teknologi, (6) dampak pandemi, (7) tata kelola, (8)
KPI, dan (9) tren masa depan. Artikel ini diperluas menjadi sekitar 7.000 kata dengan
menambahkan lima referensi akurat, menggunakan sitasi APA 7th edition.

Metode

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur naratif berdasarkan dokumen akademik
terpercaya. Data diambil dari jurnal, buku, dan laporan terkait manajemen risiko
Syariah. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi konsep utama, proses,
tantangan, dan inovasi. Total 15 referensi digunakan, termasuk 10 referensi asli dan
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lima tambahan, disitasi sesuai APA 7th edition. Artikel disusun untuk mencapai 7.000
kata dengan struktur jurnal ilmiah.

Tinjauan Literatur
1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko Syariah mengelola risiko dalam LKI dengan mematuhi prinsip
Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan investasi tidak etis (Hassan & Lewis, 2020).
Prinsip utama meliputi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang
membedakannya dari pendekatan konvensional yang berfokus pada maksimalisasi
keuntungan (Rashid et al., 2023). Risiko kepatuhan Syariah menjadi perhatian utama,
karena pelanggaran dapat merusak reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan
(Archer & Karim, 2019).

Manajemen risiko Syariah menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan reputasi, dan
menarik investor sadar Syariah (Igbal & Mirakhor, 2021). Manfaatnya meliputi
pengurangan kerugian potensial, efisiensi operasional, dan keberlanjutan jangka
panjang (Ginena & Hamid, 2020). Pendekatan ini juga mendukung nilai-nilai etika
Islam, seperti pemerataan risiko dan tanggung jawab sosial, yang memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap LKI (Ahmed, 2022). Konsep ini mencakup
pengelolaan risiko yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan
terhadap nilai-nilai spiritual, menciptakan model keuangan yang inklusif dan
berkelanjutan.

Manajemen risiko Syariah juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam distribusi
keuntungan dan kerugian, yang merupakan inti dari ekonomi Islam (Chapra, 2020).
Pendekatan ini menekankan pentingnya kontrak yang adil, seperti mudharabah dan
musyarakah, yang mempromosikan kemitraan dan berbagi risiko antara pihak-pihak
yang terlibat. Selain itu, manajemen risiko Syariah menghindari spekulasi berlebihan
(maysir) dan memastikan bahwa semua transaksi memiliki underlying asset yang
nyata, sehingga mengurangi risiko sistemik yang sering terjadi dalam sistem
keuangan konvensional (Akkizidis & Khandelwal, 2021).

2. Proses Implementasi Manajemen Risiko Syariah

Implementasi manajemen risiko Syariah melibatkan empat tahap utama: identifikasi,
penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko. Setiap tahap dirancang untuk
memastikan kepatuhan Syariah sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

Identifikasi Risiko

LKI menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas,
dan kepatuhan Syariah (Hassan & Lewis, 2020). Risiko kepatuhan Syariah unik
karena melibatkan potensi pelanggaran hukum Islam, seperti transaksi yang
mengandung gharar atau ketidakpastian berlebihan (Archer & Karim, 2019).
Identifikasi risiko memerlukan pemahaman mendalam tentang produk keuangan
Syariah, seperti sukuk, mudharabah, dan murabahah, serta potensi pelanggaran
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Syariah yang dapat timbul dari struktur kontrak atau implementasi operasional (Oseni
& Hassan, 2023).

Risiko kredit sering kali muncul dari pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana
kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan menjadi faktor kunci (Ahmed,
2022). Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga komoditas atau nilai tukar yang
dapat memengaruhi portofolio investasi LKI. Risiko operasional dapat berasal dari
kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur internal,
sementara risiko likuiditas sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara aset dan
liabilitas jangka pendek (Ginena & Hamid, 2020).

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi
dampak dan probabilitas risiko (Ginena & Hamid, 2020). Pendekatan kualitatif
melibatkan opini ahli Syariah dan manajer risiko untuk mengidentifikasi potensi
pelanggaran hukum Islam, sementara pendekatan kuantitatif menggunakan model
statistik, seperti Value-at-Risk (VaR), yang disesuaikan dengan prinsip Syariah untuk
menghindari spekulasi (Ahmed, 2022). Penilaian risiko juga mempertimbangkan
faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, perubahan regulasi, dan volatilitas
pasar, yang dapat memengaruhi operasi LKI (Rashid et al., 2023).

Penilaian risiko Syariah memerlukan kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek
hukum Islam dan keuangan modern. Misalnya, risiko kepatuhan Syariah dinilai
berdasarkan kesesuaian kontrak dengan fatwa dari dewan pengawas Syariah (DPS)
serta standar internasional, seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (Archer & Karim, 2019).
Pendekatan ini memastikan bahwa risiko tidak hanya diukur dari perspektif keuangan,
tetapi juga dari sudut pandang etika dan kepatuhan spiritual.

Pengendalian Risiko

Strategi pengendalian risiko mencakup diversifikasi aset, kolateralisasi pembiayaan,
dan penggunaan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan Syariah, seperti arbun
atau salam (Rashid et al., 2023). Tata kelola yang kuat, termasuk peran aktif DPS,
mendukung pengendalian risiko yang efektif (Archer & Karim, 2019). Pengendalian
risiko juga melibatkan pengembangan kebijakan internal yang jelas, pelatihan
karyawan, dan implementasi sistem teknologi informasi yang mendukung
pengelolaan risiko secara real-time (Unal & Aysan, 2022).

Diversifikasi aset merupakan strategi kunci untuk mengurangi eksposur terhadap
risiko pasar dan kredit. Misalnya, LKI dapat mengalokasikan dana ke berbagai sektor,
seperti properti, perdagangan, dan infrastruktur, untuk meminimalkan dampak
fluktuasi ekonomi di satu sektor tertentu (Hassan & Lewis, 2020). Kolateralisasi
pembiayaan, seperti penggunaan aset tetap sebagai jaminan dalam kontrak murabahah,
membantu mengurangi risiko gagal bayar. Instrumen lindung nilai Syariah, meskipun
masih terbatas dibandingkan dengan derivatif konvensional, mulai dikembangkan
untuk mengelola risiko harga dan nilai tukar (Akkizidis & Khandelwal, 2021).

Pemantauan Risiko
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Pemantauan risiko dilakukan melalui pelaporan rutin, uji stres, dan tinjauan
independen untuk mendeteksi risiko baru dan mengevaluasi efektivitas strategi
pengendalian (Igbal & Mirakhor, 2021). Sistem berbasis teknologi, seperti platform
manajemen risiko terintegrasi, memungkinkan pemantauan real-time yang
meningkatkan responsivitas terhadap ancaman (Unal & Aysan, 2022). Pemantauan
juga melibatkan audit Syariah secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi
sesuai dengan hukum Islam (Ginena & Hamid, 2020).

Pemantauan risiko Syariah memerlukan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi
potensi pelanggaran sebelum terjadi. Misalnya, sistem pelaporan otomatis dapat
mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, seperti pembiayaan
yang mengandung unsur riba atau gharar (Shehadeh et al., 2024). Uji stres dilakukan
untuk menguji ketahanan LKI terhadap skenario ekstrem, seperti penurunan ekonomi
global atau krisis likuiditas, sementara tinjauan independen oleh auditor eksternal
memastikan objektivitas dalam pengelolaan risiko (Ahmed, 2022).

3. Studi Kasus Implementasi

Studi kasus memberikan wawasan praktis tentang implementasi manajemen risiko
Syariah di LKI terkemuka. Dua contoh utama adalah Bank Islam Malaysia dan
Kuwait Finance House, yang telah berhasil mengintegrasikan prinsip Syariah dalam
kerangka manajemen risiko mereka.

Bank Islam Malaysia

Bank Islam Malaysia merupakan salah satu pelopor dalam industri keuangan Islam,
dengan departemen kepatuhan Syariah yang berdedikasi untuk memastikan semua
produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam (Hassan & Lewis, 2020). Bank ini
menggunakan alat manajemen risiko canggih, seperti sistem analitik berbasis data,
untuk mengelola eksposur risiko kredit, pasar, dan operasional. Keberhasilan bank ini
didukung oleh komitmen manajemen puncak, pelatihan karyawan secara berkala, dan
investasi dalam teknologi informasi yang mendukung pemantauan risiko secara real-
time (Ginena & Hamid, 2020).

Salah satu inisiatif utama Bank Islam Malaysia adalah pengembangan kerangka risiko
berbasis Syariah yang mencakup panduan spesifik untuk produk seperti sukuk dan
mudharabah. Kerangka ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi dan
mengelola risiko kepatuhan Syariah dengan lebih efektif, seperti memastikan bahwa
kontrak pembiayaan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang
dilarang (Archer & Karim, 2019). Selain itu, bank ini telah berhasil menjaga tingkat
pembiayaan tidak lancar (NPF) yang rendah, bahkan selama krisis ekonomi, berkat
strategi pengendalian risiko yang proaktif dan tata kelola yang kuat (Rashid et al.,
2023).

Kuwait Finance House

Kuwait Finance House (KFH) adalah salah satu LKI terbesar di Timur Tengah, yang
dikenal karena pendekatan proaktifnya dalam manajemen risiko Syariah (Ginena &
Hamid, 2020). Bank ini menerapkan kerangka risiko yang jelas dengan fokus pada
pelatihan karyawan, tata kelola yang kuat, dan kepatuhan Syariah. KFH memiliki
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dewan pengawas Syariah yang aktif, yang bertugas meninjau semua produk dan
transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam (Archer & Karim, 2019).

KFH juga mengadopsi teknologi canggih untuk mendukung manajemen risiko,
termasuk sistem pemantauan real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap
ancaman potensial, seperti risiko kredit atau operasional (Unal & Aysan, 2022).
Selama pandemi COVID-19, KFH berhasil menjaga stabilitas keuangan melalui
strategi mitigasi risiko yang efektif, seperti restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah
yang terdampak dan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi eksposur
terhadap sektor yang rentan (Jan et al., 2021). Pendekatan ini menunjukkan
pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan global.

Pelajaran yang Dipetik

Studi kasus Bank Islam Malaysia dan Kuwait Finance House menunjukkan bahwa
beberapa faktor kunci berkontribusi pada keberhasilan implementasi manajemen
risiko Syariah. Pertama, komitmen manajemen puncak sangat penting untuk
menciptakan budaya kepatuhan Syariah dan pengelolaan risiko yang efektif (Hassan
& Lewis, 2020). Kedua, departemen kepatuhan Syariah yang berdedikasi memastikan
bahwa semua operasi sesuai dengan hukum Islam, sementara kerangka risiko yang
komprehensif memungkinkan LKI untuk mengelola berbagai jenis risiko secara
terintegrasi (Archer & Karim, 2019). Ketiga, pemantauan berkelanjutan melalui
teknologi canggih meningkatkan responsivitas terhadap ancaman baru (Unal & Aysan,
2022). Terakhir, kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya
membantu LKI menavigasi tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi atau Kkrisis
ekonomi (Ahmed, 2022).

Studi kasus ini juga menyoroti pentingnya pelatihan karyawan dan pengembangan
kapasitas untuk memastikan bahwa semua tingkatan organisasi memahami prinsip
Syariah dan praktik manajemen risiko (Ginena & Hamid, 2020). Selain itu, investasi
dalam teknologi, seperti sistem analitik dan platform manajemen risiko terintegrasi,
memungkinkan LKI untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
pengelolaan risiko (Shehadeh et al., 2024). Pelajaran ini dapat diterapkan oleh LKI
lain yang ingin memperkuat kerangka manajemen risiko mereka.

4. Tantangan dan Solusi

Implementasi manajemen risiko Syariah menghadapi sejumlah tantangan yang
memerlukan solusi strategis untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.
Tantangan utama meliputi kurangnya standarisasi pedoman Syariah, kompleksitas
produk keuangan Syariah, dan kekurangan tenaga ahli Syariah. Berikut adalah analisis
mendalam tentang tantangan ini dan solusi yang diusulkan.

Kurangnya Standarisasi Pedoman Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen risiko Syariah adalah kurangnya
standarisasi pedoman Syariah, yang menyebabkan perbedaan interpretasi hukum
Islam di berbagai yurisdiksi (Igbal & Mirakhor, 2021). Misalnya, ulama di Timur
Tengah mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kesesuaian suatu produk
keuangan dibandingkan dengan ulama di Asia Tenggara, yang dapat menciptakan
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inkonsistensi dalam penerapan prinsip Syariah (Ginena & Hamid, 2020). Hal ini
menyulitkan LKI yang beroperasi secara global untuk memastikan kepatuhan Syariah
yang seragam di semua pasar.

Solusi: Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan pedoman Syariah
standar yang diterima secara global, seperti yang dipromosikan olen AAOIFI dan
Islamic Financial Services Board (IFSB) (Archer & Karim, 2019). Kolaborasi
antarnegara dan organisasi internasional dapat membantu menciptakan kerangka kerja
yang harmonis, yang mencakup definisi yang jelas tentang riba, gharar, dan maysir,
serta panduan untuk struktur kontrak seperti mudharabah dan musyarakah (Ahmed,
2022). Selain itu, pelatihan lintas yurisdiksi untuk ulama dan praktisi keuangan dapat
meningkatkan pemahaman bersama tentang prinsip Syariah (Oseni & Hassan, 2023).

Kompleksitas Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan Syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan
musyarakah) dan sukuk, memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan produk
konvensional, yang menyulitkan penilaian risikonya (Hassan & Lewis, 2020).
Misalnya, dalam kontrak mudharabah, risiko kredit tidak hanya bergantung pada
kemampuan nasabah untuk membayar, tetapi juga pada keberhasilan proyek yang
dibiayai, yang menambah lapisan ketidakpastian (Akkizidis & Khandelwal, 2021).
Selain itu, sukuk sering kali melibatkan underlying asset yang memerlukan verifikasi
kepatuhan Syariah, yang dapat meningkatkan biaya operasional dan risiko kepatuhan
(Archer & Karim, 2019).

Solusi: Pengembangan alat manajemen risiko khusus Syariah adalah kunci untuk
mengatasi kompleksitas ini. Misalnya, model penilaian risiko berbasis Syariah dapat
dirancang untuk memperhitungkan karakteristik unik produk seperti mudharabah,
dengan memasukkan variabel seperti proyeksi keuntungan proyek dan volatilitas
pasar (Ahmed, 2022). Teknologi, seperti algoritma pembelajaran mesin, juga dapat
digunakan untuk memprediksi risiko dengan lebih akurat berdasarkan data historis
(Khan et al., 2023). Selain itu, LKI dapat berkolaborasi dengan akademisi dan praktisi
untuk mengembangkan panduan praktis untuk penilaian risiko produk Syariah (Oseni
& Hassan, 2023).

Kurangnya Tenaga Ahli Syariah

Kekurangan ulama dengan keahlian di bidang keuangan Islam menghambat
kemampuan LKI untuk memastikan kepatuhan Syariah (Ginena & Hamid, 2020).
Banyak ulama memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, tetapi kurang
memahami aspek teknis keuangan modern, seperti analisis risiko atau teknologi
keuangan (Igbal & Mirakhor, 2021). Sebaliknya, praktisi keuangan sering kali tidak
memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip Syariah, yang dapat menyebabkan
kesalahan dalam desain produk atau implementasi operasional (Akkizidis &
Khandelwal, 2021).

Solusi: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah solusi utama untuk mengatasi
kekurangan tenaga ahli Syariah. Universitas dan lembaga pelatihan dapat
mengembangkan program interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam,
keuangan, dan teknologi, untuk menghasilkan generasi baru ahli Syariah yang
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kompeten (Ahmed, 2022). Selain itu, LKI dapat bekerja sama dengan organisasi
internasional, seperti IFSB atau AAOIFI, untuk menyediakan sertifikasi profesional
bagi praktisi manajemen risiko Syariah (Oseni & Hassan, 2023). Program magang
dan kolaborasi dengan ulama berpengalaman juga dapat membantu mentransfer
pengetahuan kepada generasi muda (Ginena & Hamid, 2020).

Solusi Komprehensif

Untuk mengatasi tantangan ini secara holistik, LKI harus mengadopsi pendekatan
terintegrasi yang mencakup standarisasi pedoman Syariah, pengembangan teknologi,
dan pelatihan tenaga ahli (Rashid et al., 2023). Kolaborasi antarnegara, seperti melalui
forum seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKIl), dapat mendukung harmonisasi
praktik dan pertukaran pengetahuan (Ahmed, 2022). Selain itu, investasi dalam
penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan alat manajemen risiko
berbasis Syariah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko
(Shehadeh et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya akan mengatasi tantangan saat ini,
tetapi juga mempersiapkan LKI untuk menghadapi perkembangan masa depan dalam
industri keuangan global.

5. Peran Teknologi dalam Manajemen Risiko Syariah

Teknologi, khususnya fintech, memainkan peran penting dalam meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akurasi manajemen risiko Syariah (Shehadeh et al., 2024).
Transformasi digital telah mengubah cara LKI mengelola risiko, dengan
memanfaatkan alat-alat seperti kecerdasan buatan (Al), blockchain, dan sistem
analitik berbasis data. Berikut adalah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi
mendukung berbagai aspek manajemen risiko Syariah.

Penilaian Risiko

Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi risiko kredit dan pasar
dengan lebih akurat berdasarkan data historis (Khan et al., 2023). Misalnya, model Al
dapat menganalisis pola pembayaran nasabah untuk mengidentifikasi potensi gagal
bayar dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah
(Lim, 2024). Algoritma ini juga dapat memprediksi fluktuasi pasar yang
memengaruhi portofolio investasi LKI, seperti sukuk atau komoditas, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu (Unal & Aysan, 2022).

Selain itu, teknologi analitik data memungkinkan LKI untuk melakukan penilaian
risiko yang lebih granular, dengan mempertimbangkan variabel seperti perilaku
nasabah, kondisi ekonomi, dan faktor geopolitik (Shehadeh et al., 2024). Pendekatan
ini sangat penting untuk produk keuangan Syariah yang memiliki struktur kompleks,
seperti sukuk berbasis infrastruktur, yang memerlukan analisis risiko yang mendalam
untuk memastikan kepatuhan Syariah dan stabilitas keuangan (Oseni & Hassan, 2023).

Pemantauan Risiko
Sistem pemantauan risiko berbasis teknologi memungkinkan deteksi ancaman secara

real-time, sehingga LKI dapat merespons dengan cepat terhadap potensi pelanggaran
Syariah atau risiko keuangan (Unal & Aysan, 2022). Misalnya, platform manajemen
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risiko terintegrasi dapat memantau transaksi untuk mendeteksi ketidaksesuaian
dengan prinsip Syariah, seperti penggunaan dana untuk aktivitas yang dilarang (haram)
atau kontrak yang mengandung gharar (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Sistem ini juga
dapat menghasilkan peringatan otomatis ketika indikator risiko, seperti tingkat NPF
atau rasio likuiditas, melampaui ambang batas tertentu (Ginena & Hamid, 2020).

Pemantauan real-time sangat penting dalam lingkungan keuangan yang berubah
dengan cepat, di mana ancaman seperti volatilitas pasar atau serangan siber dapat
muncul secara tiba-tiba (Khan et al., 2023). Dengan menggunakan teknologi, LKI
dapat meningkatkan responsivitas mereka terhadap ancaman, sehingga mengurangi
potensi kerugian dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Shehadeh et al.,
2024).

Pelaporan

Sistem pelaporan otomatis memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan
meningkatkan transparansi dalam operasi LKI (Hidayat & Mukhlisin, 2020).
Misalnya, platform berbasis teknologi dapat menghasilkan laporan kepatuhan Syariah
yang mencakup rincian tentang semua transaksi, kontrak, dan produk keuangan, yang
kemudian ditinjau oleh DPS atau auditor eksternal (Archer & Karim, 2019). Laporan
ini juga dapat dibagikan dengan pemangku kepentingan, seperti investor atau
regulator, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap LKI (Ginena & Hamid, 2020).

Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pelaporan
yang tidak dapat diubah (immutable), yang memastikan bahwa data tidak dapat
dimanipulasi atau diubah setelah direkam (Unal & Aysan, 2022). Pendekatan ini
sangat relevan untuk memenuhi persyaratan transparansi dalam keuangan Syariah,
yang menekankan pentingnya kejujuran dan akuntabilitas dalam semua transaksi
(Oseni & Hassan, 2023).

Keamanan Siber

Transformasi digital telah meningkatkan risiko serangan siber, seperti pencurian data
atau manipulasi sistem, yang dapat merusak reputasi dan stabilitas keuangan LKI
(Khan et al., 2023). Untuk mengatasi ancaman ini, LKI harus mengadopsi strategi
keamanan siber yang kuat, termasuk penggunaan sistem autentikasi biometrik,
enkripsi data, dan firewall canggih (Shehadeh et al., 2024). Misalnya, autentikasi
biometrik, seperti pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah, dapat digunakan
untuk mengamankan akses ke sistem manajemen risiko, sehingga mencegah akses
tidak sah (Khan et al., 2023).

Selain itu, pelatihan karyawan tentang praktik keamanan siber, seperti mengenali
email phishing atau menggunakan kata sandi yang kuat, sangat penting untuk
mengurangi risiko kesalahan manusia (Ahmed, 2022). LKI juga dapat berkolaborasi
dengan penyedia layanan keamanan siber untuk melakukan pengujian penetrasi
(penetration testing) secara berkala, yang membantu mengidentifikasi dan
memperbaiki kerentanan dalam sistem mereka (Unal & Aysan, 2022).

Tantangan Teknologi
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Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga
menghadirkan tantangan, seperti biaya tinggi, kebutuhan akan infrastruktur yang
andal, dan risiko kegagalan sistem (Shehadeh et al., 2024). Selain itu, LKI di negara
berkembang mungkin menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi canggih
karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya tenaga ahli teknologi (Oseni &
Hassan, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, LKI dapat memanfaatkan solusi
berbasis cloud, yang menawarkan skalabilitas dan biaya yang lebih rendah
dibandingkan dengan infrastruktur on-premise (Unal & Aysan, 2022). Kolaborasi
dengan perusahaan fintech juga dapat membantu LKI mengakses teknologi terbaru
tanpa harus mengembangkan sistem secara internal (Khan et al., 2023).

6. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap operasi LKI,
dengan meningkatkan risiko kredit, operasional, dan likuiditas (Jan et al., 2021).
Krisis ini menyoroti pentingnya manajemen risiko yang tangguh dan fleksibel dalam
menghadapi tantangan global yang tidak terduga.

Risiko Kredit

Penurunan ekonomi akibat pandemi menyebabkan peningkatan pembiayaan tidak
lancar (NPF), terutama di sektor yang terdampak parah, seperti pariwisata, ritel, dan
properti (Hassan & Lewis, 2020). Banyak nasabah, terutama usaha kecil dan
menengah (UKM), mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan
mereka, yang meningkatkan risiko gagal bayar bagi LKI (Ginena & Hamid, 2020).
Untuk mengatasi risiko ini, banyak LKI menerapkan strategi mitigasi, seperti
restrukturisasi pembiayaan, yang memungkinkan nasabah untuk menunda
pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa melanggar prinsip
Syariah (Jan et al., 2021).

Selain itu, LKI juga memperkuat model penilaian kredit mereka dengan memasukkan
variabel tambahan, seperti dampak pandemi terhadap sektor tertentu dan proyeksi
pemulihan ekonomi (Ahmed, 2022). Pendekatan ini membantu LKI mengidentifikasi
nasabah yang berisiko tinggi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif
untuk mengurangi potensi kerugian (Shehadeh et al., 2024).

Risiko Operasional

Pandemi juga meningkatkan risiko operasional akibat gangguan dalam proses bisnis
dan transisi ke kerja jarak jauh (Shehadeh et al., 2024). Banyak LKI menghadapi
tantangan dalam menjaga kelancaran operasi, Seperti pemrosesan transaksi atau
pelayanan nasabah, karena pembatasan sosial dan keterbatasan akses ke kantor fisik
(Hassan & Lewis, 2020). Selain itu, kerja jarak jauh meningkatkan risiko kesalahan
manusia dan ancaman keamanan siber, seperti serangan phishing atau pelanggaran
data (Khan et al., 2023).

Untuk mengatasi risiko operasional, LKI berinvestasi dalam teknologi, seperti
platform perbankan digital dan sistem manajemen risiko berbasis cloud, yang
memungkinkan operasi tetap berjalan selama pandemi (Unal & Aysan, 2022).
Pelatihan karyawan tentang praktik kerja jarak jauh dan keamanan siber juga
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membantu mengurangi risiko kesalahan manusia (Ahmed, 2022). Selain itu, LKI
memperkuat kontrol internal mereka, seperti audit jarak jauh dan sistem pelaporan
otomatis, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional (Ginena &
Hamid, 2020).

Risiko Likuiditas

Penarikan dana yang meningkat dan penurunan permintaan pembiayaan selama
pandemi menekan likuiditas LKI (Ginena & Hamid, 2020). Banyak nasabah menarik
dana mereka untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara permintaan
pembiayaan baru menurun akibat ketidakpastian ekonomi (Jan et al., 2021). Hal ini
menciptakan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas jangka pendek, yang dapat
mengancam stabilitas keuangan LKI (Hassan & Lewis, 2020).

Untuk mengelola risiko likuiditas, LKl menerapkan strategi seperti diversifikasi
sumber pendanaan, termasuk penerbitan sukuk jangka pendek dan kemitraan dengan
lembaga keuangan lain (Akkizidis & Khandelwal, 2021). Pengelolaan arus kas yang
ketat, seperti penjadwalan ulang pembayaran dan optimalisasi portofolio investasi,
juga membantu menjaga likuiditas (Ahmed, 2022). Selain itu, kolaborasi dengan bank
sentral dan regulator untuk mendapatkan fasilitas likuiditas darurat menjadi solusi
penting selama krisis (Jan et al., 2021).

Strategi Mitigasi

Pendekatan proaktif, seperti dukungan kepada nasabah melalui restrukturisasi
pembiayaan dan kolaborasi dengan regulator, meminimalkan dampak pandemi
terhadap LKI (Jan et al., 2021). Banyak LKI juga memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi operasional, seperti memperluas layanan perbankan digital
untuk mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik (Shehadeh et al., 2024). Selain
itu, komunikasi transparan dengan pemangku kepentingan, seperti investor dan
nasabah, membantu menjaga kepercayaan selama periode ketidakpastian (Ginena &
Hamid, 2020).

Pandemi juga menjadi katalis untuk inovasi dalam manajemen risiko Syariah, dengan
banyak LKI yang mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan kerangka risiko
yang lebih tangguh (Unal & Aysan, 2022). Misalnya, penggunaan Al untuk
memprediksi risiko kredit dan sistem blockchain untuk pelaporan transparan menjadi
tren yang semakin populer selama dan setelah pandemi (Lim, 2024). Pengalaman ini
menunjukkan bahwa krisis dapat menjadi peluang untuk memperkuat praktik
manajemen risiko dan mempersiapkan LKI untuk tantangan masa depan.

7. Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

Tata kelola yang kuat dan kepatuhan Syariah merupakan pilar utama manajemen
risiko Syariah, yang memastikan bahwa semua operasi LKI sesuai dengan hukum
Islam dan standar etika (Rashid et al., 2023). Tata kelola yang efektif tidak hanya
mendukung kepatuhan Syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku
kepentingan dan stabilitas keuangan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)
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DPS memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua produk, layanan, dan
transaksi LKI sesuai dengan prinsip Syariah (Archer & Karim, 2019). DPS bertugas
meninjau kontrak, seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk, untuk memastikan
bahwa mereka bebas dari riba, gharar, atau maysir (Ginena & Hamid, 2020). Selain
itu, DPS memberikan panduan independen kepada manajemen tentang isu-isu
kepatuhan Syariah, seperti pengembangan produk baru atau ekspansi ke pasar
internasional (Ahmed, 2022).

Untuk memastikan efektivitas, DPS harus terdiri dari ulama yang memiliki keahlian
dalam hukum Islam dan pemahaman tentang keuangan modern (Oseni & Hassan,
2023). Selain itu, DPS harus memiliki independensi yang kuat untuk menghindari
konflik kepentingan, seperti tekanan dari manajemen untuk menyetujui produk yang
kontroversial (Archer & Karim, 2019). Banyak LKI juga melibatkan auditor Syariah
eksternal untuk memverifikasi kepatuhan DPS, yang meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas (Ginena & Hamid, 2020).

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam operasi dan pelaporan adalah elemen kunci dari tata kelola
Syariah, yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, seperti investor,
nasabah, dan regulator (Ginena & Hamid, 2020). LKI diharuskan untuk
mengungkapkan informasi yang jelas tentang produk keuangan mereka, termasuk
struktur kontrak, risiko yang terkait, dan mekanisme pengendalian risiko (Rashid et al.,
2023). Selain itu, laporan kepatuhan Syariah yang dipublikasikan secara berkala
membantu menunjukkan komitmen LKI terhadap prinsip Islam (Archer & Karim,
2019).

Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa semua tingkatan organisasi
bertanggung jawab atas kepatuhan Syariah. Misalnya, manajer risiko harus bekerja
sama dengan DPS untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan, sementara
karyawan operasional harus dilatih untuk memahami implikasi Syariah dari tugas
mereka (Ahmed, 2022). Sistem pelaporan internal yang kuat, seperti whistleblowing
mechanism, juga dapat membantu mendeteksi pelanggaran Syariah secara dini (Oseni
& Hassan, 2023).

Etika Bisnis Islam

Prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial memandu operasi LKI,
mencerminkan nilai-nilai inti ekonomi Islam (lgbal & Mirakhor, 2021). Misalnya,
LKI diharuskan untuk menghindari investasi dalam industri yang dilarang, seperti
alkohol, perjudian, atau senjata, dan memprioritaskan proyek yang memberikan
manfaat sosial, seperti pembiayaan untuk pendidikan atau infrastruktur (Chapra,
2020). Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya berbagi risiko dan keuntungan
secara adil antara LKI dan nasabah, yang tercermin dalam kontrak seperti
mudharabah dan musyarakah (Akkizidis & Khandelwal, 2021).

Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan Syariah, tetapi juga meningkatkan
reputasi LKI sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial (Ginena &
Hamid, 2020). Selain itu, etika bisnis Islam dapat menjadi keunggulan kompetitif,
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menarik investor dan nasabah yang mencari alternatif etis terhadap keuangan
konvensional (Shehadeh et al., 2024).

Peningkatan Tata Kelola

Untuk meningkatkan tata kelola, LKI harus menetapkan peran dan tanggung jawab
yang jelas untuk semua pihak yang terlibat dalam manajemen risiko, termasuk
manajemen, DPS, dan auditor (Rashid et al., 2023). Kontrol internal yang kuat, seperti
pemisahan tugas dan audit berkala, juga penting untuk mencegah pelanggaran Syariah
atau kesalahan operasional (Archer & Karim, 2019). Selain itu, LKI dapat
mengadopsi standar tata kelola internasional, seperti yang dikeluarkan oleh IFSB,
untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan norma global (Ahmed, 2022).

Pelatihan berkelanjutan untuk manajemen dan karyawan juga penting untuk
memastikan bahwa semua pihak memahami prinsip tata kelola Syariah dan praktik
manajemen risiko (Oseni & Hassan, 2023). Selain itu, teknologi, seperti sistem
manajemen tata kelola berbasis blockchain, dapat digunakan untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam operasi LKI (Unal & Aysan, 2022). Dengan
pendekatan ini, LKI dapat membangun sistem tata kelola yang tangguh yang
mendukung pertumbuhan jangka panjang dan kepercayaan pemangku kepentingan.

8. Indikator Kinerja Utama (KPI)

Indikator kinerja utama (KPI) digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen
risiko Syariah dan kinerja keseluruhan LKI. KPI ini mencakup aspek keuangan,
operasional, dan kepatuhan Syariah, memberikan gambaran holistik tentang kesehatan
organisasi.

Tingkat Kepatuhan Syariah

Tingkat kepatuhan Syariah mengukur jumlah insiden pelanggaran Syariah, seperti
penggunaan kontrak yang mengandung riba atau gharar (Ginena & Hamid, 2020).
KPI ini biasanya diukur melalui audit Syariah berkala, yang dilakukan oleh DPS atau
auditor eksternal (Archer & Karim, 2019). Tingkat kepatuhan Syariah yang tinggi
menunjukkan bahwa LKI berhasil mematuhi hukum Islam, yang meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan (Rashid et al., 2023).

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Syariah, LKI harus mengembangkan sistem
pelaporan otomatis yang mendeteksi potensi pelanggaran secara real-time (Unal &
Aysan, 2022). Selain itu, pelatihan karyawan dan komunikasi yang jelas tentang
pedoman Syariah dapat membantu mencegah kesalahan yang tidak disengaja (Ahmed,
2022).

Tingkat Pembiayaan Tidak Lancar (NPF)

Tingkat NPF adalah indikator utama risiko kredit, yang mengukur proporsi
pembiayaan yang gagal dibayar oleh nasabah (Hassan & Lewis, 2020). NPF yang
rendah menunjukkan bahwa LKI memiliki strategi pengendalian risiko kredit yang
efektif, seperti penilaian kredit yang ketat dan diversifikasi portofolio (Ginena &



Sekolah Tinggi [Imu Ekonomi E-ISSN 2746-7872
Syariah Riyadlul Jannah P-ISSN 2746-7864

Mojokerto

JURNAL EKONOMI SYARIAH

Hamid, 2020). Sebaliknya, NPF yang tinggi dapat mengindikasikan masalah dalam
proses pembiayaan atau kondisi ekonomi yang buruk (Jan et al., 2021).

Selama pandemi COVID-19, banyak LKI mengalami peningkatan NPF akibat
penurunan ekonomi, tetapi strategi seperti restrukturisasi pembiayaan membantu
meminimalkan dampaknya (Shehadeh et al., 2024). Untuk menjaga NPF yang rendah,
LKI harus terus memperbarui model penilaian kredit mereka dengan memasukkan
data terbaru tentang perilaku nasabah dan kondisi pasar (Lim, 2024).

Tingkat Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mengukur ketahanan
keuangan LKI terhadap potensi kerugian (Archer & Karim, 2019). CAR yang tinggi
menunjukkan bahwa LKI memiliki cadangan modal yang cukup untuk menyerap
guncangan ekonomi, seperti krisis likuiditas atau peningkatan NPF (Rashid et al.,
2023). Standar internasional, seperti Basel 111, sering digunakan sebagai acuan untuk
menentukan tingkat CAR yang memadai, meskipun LKI harus menyesuaikan standar
ini dengan prinsip Syariah (Akkizidis & Khandelwal, 2021).

Untuk meningkatkan CAR, LKI dapat menerbitkan sukuk ekuitas atau mengurangi
eksposur terhadap aset berisiko tinggi (Hassan & Lewis, 2020). Selain itu,
pengelolaan portofolio investasi yang hati-hati, seperti alokasi dana ke sektor yang
stabil, dapat membantu menjaga tingkat kecukupan modal yang sehat (Ahmed, 2022).

Tingkat Likuiditas

Rasio likuiditas, seperti rasio pembiayaan terhadap simpanan (Financing to Deposit
Ratio/FDR), mengukur kemampuan LKI untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
(Igbal & Mirakhor, 2021). Tingkat likuiditas yang memadai sangat penting untuk
menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah krisis likuiditas, terutama selama
periode ketidakpastian ekonomi (Ginena & Hamid, 2020). Pandemi COVID-19
menunjukkan bahwa LKI dengan rasio likuiditas yang kuat lebih mampu bertahan
dari tekanan penarikan dana dan penurunan permintaan pembiayaan (Jan et al., 2021).

Strategi untuk meningkatkan likuiditas meliputi diversifikasi sumber pendanaan,
pengelolaan arus kas yang ketat, dan akses ke fasilitas likuiditas darurat dari bank
sentral (Shehadeh et al., 2024). Selain itu, teknologi, seperti sistem manajemen
likuiditas berbasis Al, dapat membantu LKI memprediksi kebutuhan likuiditas dengan
lebih akurat (Lim, 2024).

Pemantauan KPI

Pemantauan KPI secara rutin memungkinkan LKI untuk mengidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan dan membandingkan kinerja mereka dengan standar industri
(Rashid et al., 2023). Misalnya, LKI dapat menggunakan dashboard analitik untuk
memvisualisasikan KPI secara real-time, yang memudahkan manajemen untuk
membuat keputusan strategis (Unal & Aysan, 2022). Selain itu, benchmarking
terhadap LKI lain atau standar internasional dapat membantu mengidentifikasi
kelemahan dalam manajemen risiko dan mendorong perbaikan berkelanjutan (Ahmed,
2022).
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9. Tren Masa Depan

Manajemen risiko Syariah terus berkembang seiring dengan perubahan dalam
teknologi, regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Beberapa tren masa depan
yang akan membentuk masa depan manajemen risiko Syariah meliputi integrasi
keberlanjutan, penggunaan kecerdasan buatan (Al), dan peningkatan regulasi.

Integrasi Keberlanjutan

LKI semakin mengadopsi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk
mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs) (Jan et al., 2021). Keberlanjutan menjadi prioritas karena meningkatnya
kesadaran tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan keuangan, serta
permintaan dari investor dan nasabah untuk produk yang bertanggung jawab secara
sosial (Lim, 2024). Misalnya, LKI dapat mengembangkan sukuk hijau untuk
membiayai proyek energi terbarukan atau pembiayaan mikro untuk mendukung
komunitas marginal (Oseni & Hassan, 2023).

Integrasi keberlanjutan juga memerlukan penyesuaian dalam manajemen risiko,
seperti penilaian risiko lingkungan untuk proyek infrastruktur atau analisis dampak
sosial untuk pembiayaan komunitas (Ahmed, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan
ESG, LKI dapat meningkatkan reputasi mereka, menarik investor global, dan
berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan (Shehadeh et al., 2024).

Penggunaan Kecerdasan Buatan (Al)

Al memiliki potensi untuk merevolusi manajemen risiko Syariah dengan
meningkatkan akurasi penilaian dan pemantauan risiko (Lim, 2024). Misalnya,
algoritma Al dapat menganalisis data besar (big data) untuk memprediksi risiko kredit,
pasar, atau operasional dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan metode
tradisional (Khan et al., 2023). Selain itu, Al dapat digunakan untuk mengotomatisasi
proses kepatuhan Syariah, seperti mendeteksi kontrak yang tidak sesuai dengan
hukum Islam atau menghasilkan laporan kepatuhan secara real-time (Unal & Aysan,
2022).

Namun, penggunaan Al juga memunculkan tantangan, seperti kebutuhan untuk
memastikan bahwa algoritma sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak menghasilkan
bias yang tidak diinginkan (Oseni & Hassan, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini,
LKI harus bekerja sama dengan ahli Syariah dan pengembang teknologi untuk
merancang sistem Al yang etis dan transparan (Ahmed, 2022). Dengan pendekatan
yang tepat, Al dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas manajemen risiko Syariah.

Peningkatan Regulasi

Regulasi yang lebih ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional, mendorong
LK1 untuk meningkatkan praktik manajemen risiko mereka (Unal & Aysan, 2022).
Misalnya, standar baru dari IFSB dan AAOIFI menekankan pentingnya tata kelola
yang kuat, transparansi, dan pengelolaan risiko yang komprehensif (Archer & Karim,
2019). Selain itu, regulator di banyak negara mulai memperkenalkan persyaratan
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khusus untuk manajemen risiko Syariah, seperti stress testing dan pelaporan
kepatuhan Syariah (Rashid et al., 2023).

Peningkatan regulasi juga mendorong LKI untuk mengadopsi teknologi baru, seperti
sistem pelaporan berbasis blockchain, untuk memenuhi persyaratan transparansi dan
akuntabilitas (Unal & Aysan, 2022). Namun, regulasi yang beragam di berbagai
yurisdiksi dapat menciptakan tantangan bagi LKI yang beroperasi secara global,
sehingga harmonisasi standar internasional menjadi prioritas (Oseni & Hassan, 2023).

Adaptasi terhadap Tren

Untuk tetap kompetitif, LKI harus beradaptasi dengan tren ini dengan
mengembangkan strategi manajemen risiko yang fleksibel dan inovatif (Shehadeh et
al., 2024). Misalnya, LKI dapat berinvestasi dalam R&D untuk menciptakan alat
manajemen risiko berbasis Al yang sesuai dengan Syariah, atau berkolaborasi dengan
organisasi internasional untuk mempromosikan standar keberlanjutan (Lim, 2024).
Selain itu, pelatihan karyawan tentang teknologi baru dan regulasi yang berkembang
akan memastikan bahwa LKI tetap berada di garis depan industri keuangan Islam
(Ahmed, 2022).

Tren ini menunjukkan bahwa masa depan manajemen risiko Syariah akan ditandai
oleh integrasi yang lebih besar antara teknologi, keberlanjutan, dan regulasi (Jan et al.,
2021). Dengan memanfaatkan peluang ini, LKI dapat memperkuat posisi mereka di
pasar global dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Manajemen risiko Syariah menawarkan pendekatan yang unik dengan
mengintegrasikan kepatuhan Syariah dan stabilitas keuangan, yang membedakannya
dari pendekatan konvensional (Rashid et al., 2023). Studi kasus Bank Islam Malaysia
dan Kuwait Finance House menunjukkan bahwa komitmen manajemen, tata kelola
yang kuat, dan investasi dalam teknologi adalah kunci keberhasilan implementasi
manajemen risiko Syariah (Hassan & Lewis, 2020). Namun, tantangan seperti
kurangnya standarisasi pedoman Syariah, kompleksitas produk keuangan, dan
kekurangan tenaga ahli menghambat kemajuan LKI dalam mengelola risiko secara
efektif (Ginena & Hamid, 2020).

Teknologi, seperti fintech, Al, dan blockchain, telah menjadi pengubah permainan
dalam manajemen risiko Syariah, dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akurasi dalam penilaian dan pemantauan risiko (Khan et al., 2023; Shehadeh et al.,
2024). Namun, transformasi digital juga memperkenalkan risiko baru, seperti
ancaman siber, yang memerlukan strategi keamanan yang kuat, termasuk autentikasi
biometrik dan pelatihan karyawan (Unal & Aysan, 2022). Pandemi COVID-19
menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam manajemen risiko, dengan strategi seperti
restrukturisasi pembiayaan, diversifikasi pendanaan, dan adopsi teknologi digital
menjadi solusi efektif untuk mengatasi risiko kredit, operasional, dan likuiditas (Jan et
al., 2021).



Sekolah Tinggi [Imu Ekonomi E-ISSN 2746-7872
Syariah Riyadlul Jannah P-ISSN 2746-7864

Mojokerto
JURNAL EKONOMI SYARIAH

Integrasi keberlanjutan dan SDGs menawarkan peluang besar bagi LKI untuk
memperluas dampak mereka di tingkat global (Lim, 2024). Dengan mengembangkan
produk seperti sukuk hijau dan pembiayaan mikro, LKI dapat mendukung proyek-
proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial, sekaligus menarik investor
yang sadar akan keberlanjutan (Oseni & Hassan, 2023). Selain itu, penggunaan Al
dan teknologi canggih lainnya akan terus membentuk masa depan manajemen risiko
Syariah, dengan potensi untuk meningkatkan akurasi prediksi risiko dan
mengotomatisasi proses kepatuhan (Khan et al., 2023).

Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, LK1 harus mengatasi tantangan internal dan
eksternal, seperti kurangnya harmonisasi regulasi dan keterbatasan sumber daya di
negara berkembang (Unal & Aysan, 2022). Kolaborasi antarnegara, investasi dalam
pendidikan, dan pengembangan alat manajemen risiko berbasis Syariah akan menjadi
kunci untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang tangguh dan inklusif
(Ahmed, 2022). Selain itu, LKI harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam,
seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, untuk mempertahankan kepercayaan
pemangku kepentingan dan membedakan diri dari lembaga keuangan konvensional
(Chapra, 2020).

Kesimpulan

Manajemen risiko berbasis Syariah adalah komponen esensial dalam operasi LKI,
yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam sekaligus menjaga stabilitas
keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan (Rashid et al., 2023). Proses
implementasi yang efektif, didukung oleh teknologi canggih dan tata kelola yang kuat,
memungkinkan LKI untuk mengelola risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan
kepatuhan Syariah dengan lebih baik (Shehadeh et al., 2024). Studi kasus Bank Islam
Malaysia dan Kuwait Finance House menunjukkan bahwa komitmen manajemen,
pelatihan karyawan, dan adopsi teknologi adalah faktor kunci keberhasilan (Hassan &
Lewis, 2020).

Tantangan seperti kurangnya standarisasi pedoman Syariah, kompleksitas produk
keuangan, dan kekurangan tenaga ahli dapat diatasi melalui regulasi yang harmonis,
investasi dalam pendidikan, dan pengembangan alat manajemen risiko berbasis
Syariah (Ginena & Hamid, 2020). Teknologi, seperti Al, blockchain, dan sistem
analitik, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi,
tetapi juga memerlukan strategi keamanan siber yang kuat untuk mengatasi risiko
baru (Khan et al., 2023; Unal & Aysan, 2022).

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa manajemen risiko Syariah yang
tangguh dan fleksibel sangat penting untuk menghadapi krisis global, dengan strategi
seperti restrukturisasi pembiayaan dan adopsi teknologi digital menjadi solusi efektif
(Jan et al., 2021). Tren masa depan, seperti integrasi keberlanjutan, penggunaan Al,
dan peningkatan regulasi, menawarkan peluang untuk memperkuat manajemen risiko
Syariah dan memperluas dampak LKI di tingkat global (Lim, 2024). Dengan
beradaptasi terhadap tren ini dan tetap berpegang pada prinsip etika Islam, LKI dapat
terus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus
mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar keuangan global (Oseni & Hassan,
2023).
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